

















b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua
ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

c. Kasi, Kaur, Kasun dan Pembantu Kasi sebesar
Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah) per
bulan.

Pasal 6

Penghitungan perolehan ADD berdasarkan indikator utama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
menggunakan rumus bobot nilai aparatur Pemerintah Desa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Indikator Dasar

Pasal 7

Alokasi perolehan ADD berdasarkan indikator dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan
anggaran setelah dikurangi indikator utama.

Pasal 8

Penghitungan perolehan ADD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7, dialokasikan dengan memperhatikan:

a. jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang
meliputi:

Rukun Tetangga (RT);

Rukun Warga (RW);

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);

Karang Taruna; dan

. Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

b. jumlah anggota BPD;

c. jumlah penduduk;

d. luas wilayah;

e. jumlah penduduk miskin; dan

f. tingkat kesulitan geografis.

NO U AW

BAB IV...
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Pasal 19

(1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban
atas anggaran belanja Desa dikenakan pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai
perpajakan.

(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan
pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja
pegawai, barang/jasa dan belanja modal.

(4) Kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan
pajak yang dipungut sesuai dengan peraturan perudang-
undangan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PELAKSANAAN KEGIATAN,
DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 20

(1) Pembinaan terhadap ADD dilaksanakan oleh tim
Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas :
a. menyusun pedoman tentang pengelolaan penggunaan
ADD;
b. melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan dan
pengelolaan ADD;
c. menentukan besarnya ADD yang diterima Desa
berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan ADD; dan
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan ADD kepada
Bupati berdasarkan laporan dari tim pengendali.

Bagian...
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Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 23

(1) Pengawasan terhadap ADD dilaksanakan oleh tim
pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa.

(2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas: ‘
a. mengawasi secara internal kegiatan pembangunan

fisik dengan berpedoman pada Rencana Anggaran
Biaya dan Gambar yang telah ditetapkan;

b. menyusun berita acara hasil pengawasan pekerjaan
sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar;
dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya kepada Kepala Desa.

BAB VII
EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 24

(1) Kepala Desa melaksanakan evaluasi terhadap realisasi
penggunaan ADD yang telah dilaksanakan oleh
Pelaksana Kegiatan Anggaran setiap bulan, setelah
adanya proses pencairan.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Camat melalui tim pengendali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 25

(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan
penggunaan ADD.

(2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. realisasi penggunaan ADD;
b. penatausahaan keuangan ADD; dan

c. ketepatan...
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c. ketepatan laporan penggunaan ADD sesuai dengan
waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 26

(1) Penggunaan ADD harus dilakukan secara tertib, efektif
dan efisien serta dilaksanakan secara transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan
administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat
jumlah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Januari 2026

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 10 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

W

M. Ro’is

LAMPIRAN I...

































LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026

Rumus Perhitungan Perolehan ADD berdasarkan Indikator Utama

sebagai berikut:
Bobot Nilai Aparatur Pemerintah Desa = (V1 x 3.000.000,00 + V2 x

Rp2.250.000,00 + V3 x
Rp2.040.000,00) x 12
bulan

Keterangan :

V1 = variable Kepala Desa

V2 = variable Sekretaris Desa

V3 = variable Perangkat Desa

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

i

' M. Ro’is



